






Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan surat kabar sebagai salah satu 
bentuk media massa dalam upaya membangun sebuah negara ataupun daerah 
amat diperlukan. Tak terkecuali di Indonesia, sejak masa sebelum kemerdekaan 
sampai dengan saat ini surat kabar telah memainkan peranannya dalam upaya 
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Tahun 1945.  
Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang semula menganut sistem 
sentralisai menjadi desentralisasi juga membawa perubahan pada persuratkabaran 
di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan 
yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.  
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik (good governence) yang dalam pelaksanaannya 
memberikan kesempatan kepada berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan Orgniasasi Swasta untuk berperan dalam pelaksanaan 
pembangunan sebagai bentuk pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik 
tersebut.  
Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dalam Hadi (2001), 
menyebutkan lima hal yang harus ada agar konsep Good Governance berjalan 
dengan baik, antara lain : lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi 
kontrol dan penyalur aspirasi masyarakat, pengadilan yang mandiri, bersih dan 
professional, birokrasi yang responsif dan berintegritas, masyarakat sipil yang 
kuat sebagai fungsi kontrol, serta desentralisasi dan lembaga perwakilan yang 
kuat. Sejalan dengan hal tersebut pemberian otonomi kepada Daerah 
Kabupaten/Kota menuntut adanya kuwajiban dan tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 
Salah satu kosep good governance yaitu terciptanya transparansi dalam 
arti bahwa adanya kebebasan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 





dalam berbagai bentuknya baik cetak maupun elektronik memegang peran yang 
penting karena memiliki fungsi sebagai penyedia informasi bagi masyarakat, 
memberikan berbagai alternatif untuk penyelesaian masalah dan sebagai sarana 
untuk sosialisasi dan edukasi.  
Sejalan dengan era otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999, 
maka peranan media massa dalam hal ini adalah media cetak sebagai sumber 
informasi tentang berbagai hal terkait penyelenggaraan pemerintah di daerah dan 
lingkungan di sekitarnya semakin besar. Media cetak dalam hal ini adalah surat 
kabar yang memiliki cakupan lokal, regional maupun nasional merupakan salah 
satu mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan dan atau menyebarluaskan 
informasi kepada masyarakat baik berupa kebijakan (policy), program-program 
yang akan dilaksanakan maupun hambatan dan kendala yang ada atau dialami 
dalam pelaksanan program dan atau kegiatan pemerintah daerah. Disamping itu 
media juga dapat memberikan informasi terkait kondisi masyarakat, fenomena 
yang sedang terjadi atau menyampaikan keluhan dan tuntutan masyarakat terkait 
pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan  di suatu daerah kepada 
pemerintah daerah bersangkutan. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa media 
massa juga memiliki peran sebagai pengawal pelaksanaan program-program 
pemerintah daerah. 
Radar Madiun sebagai bagian dari harian Pagi Jawa Pos merupkan media 
cetak yang memiliki cakupan regional meliputi wilayah pemerintah daerah di 
wilayah se-eks Karesidenan/Pembantu Gebernur Jawa Timur Wilayah I Madiun 
memiliki peran yang penting baik sebagai sumber informasi bagi masyarakat 
maupun sebagai pengawal pelaksanaan program-program pemerintah daerah. 
Karesidenan/Pembantu Gubernur Wilayah I Madiun meliputi Pemerintah Kota 
Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten 
Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. 
Terbangun persepsi di masyarakat Kabupaten Ngawi bahwa berita yang 





baik seperti bencana alam, kecelakaan lalu lintas, perbuatan asusila, prilaku 
menyimpang birokrat dan masih banyak lagi.  
